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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang dimana dalam
agenda pembangunan ekonominya tidak lain adalah bertujuan untuk mengatasi
permasalahan ekonomi, salah satunya adalah masalah pengangguran. Sejalan
dengan hal tersebut agar pembangunan ekonomi dapat berjalan sesuai dengan
tujuan dan manfaatnya maka diperlukan beberbagai macam jalur dalam
pembangunan tersebut, salah satunya adalah melalui jalur industrialisasi.

Pembangunan ekonomi berarti pula proses yang menyebabkan adanya
perubahan pada (1) orientasi organisasi ekonomi, politik, dan sosial yang pada
mulanya berorientasi kepada suatu daerah menjadi berorientasi ke luar; (2)
pandangan masyarakat mengenai jumlah anak dalam keluarga, yaitu dari
menginginkan banyak anak menjadi keluarga kecil; (3) kegiatan investasi
masyarakat, dari melakukan investasi yang tidak produktif (menumpuk emas,
membeli rumah, dan sebagainya) menjadi investasi yang produktif; dan (4) sikap
hidup dan adat istiadat yang terjadi kurang merangsang pembangunan ekonomi,
misalnya: penghargaan terhadap waktu, penghargaan terhadap prestasi seseorang
(Rostow, 1996).

Todaro (2011) mendefinisikan pembangunan sebagai proses memperbaiki
kualitas kehidupan manusia. Tiga aspek yang sama pentingnya dalam
pembangunan adalah: (1) menaikkan tingkat kehidupan masyarakat, seperti

pendapatan dan konsumsi pangan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya melalui



pertumbuhan ekonomi yang sesuai; (2) menciptakan kondisi yang kondusif bagi
pertumbuhan harga diri masyarakat melalui pemantapan sistem dan institusi,
sosial, politik dan ekonomi yang mengutamakan rasa hormat dan martabat
manusia; dan (3) meningkatkan kebebasan masyarakat dengan memperluas
kisaran pilihan barang dan jasa. Terminnologi "Pembangunan” memiliki makna
lebih luas dari pertumbuhan ekonomi, karena mencakup aspek sosial, budaya,
politik, dan aspek lainnya. Pembangunan merupakan suatu rangkaian proses
perubahan struktural yang dilaksanakan secara terus menerus dan
berkesinambungan.

Tenaga kerja menjadi faktor yang sangat penting dalam proses produksi.
Namun di sisi lain, tenaga kerja bisa menimbulkan berbagai masalah, antara lain
jumlah pengangguran tinggi, jumlah angkatan kerja yang semakin meningkat, dan
mutu tenaga kerja yang rendah. Masalah tersebut menjadi salah satu penghambat
pembangunan nasional. Menurut UU No. 13 Tahun 2003, tenaga kerja adalah
setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan
atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Tenaga kerja
dapat juga diartikan sebagai penduduk yang berada dalam batas usia kerja.

Salah satu cara untuk memperluas kesempatan kerja adalah melalui
pengembangan industri terutama industri yang bersifat padat karya atau melalui
pengembangan industri kecil dan menengah. Hal ini dapat diwujudkan melalui
investasi swasta maupun pemerintah. Pengembangan industri tersebut akan

menyebabkan kapasitas produksi meningkat sehingga dapat menciptakan



kesempatan kerja. Perkembangan permintaan tenaga kerja di Pulau Jawa dapat
dilihat pada grafik 1.1 berikut ini.
Grafik 1. 1 Perkembangan Permintaan Tenaga Kerja Pada Industri Kecil
dan Menengah di Pulau Jawa Tahun 2014-2019 (Jiwa)
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Grafik 1.1 menunjukkan bahwa peningkatan permintaan tenaga kerja di
Pulau Jawa pada tahun 2014-2019 berbeda-beda pada setiap provinsi. Permintaan
tenaga kerja di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat fluktuatif setiap tahunnya.
Pada tahun 2017 terjadi permintaan tenaga kerja tertinggi di 3 Provinsi, yakni
DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Pada tahun 2014-2017 Provinsi Jawa
Timur mengalami peningkatan permintaan tenaga kerja dari 1,543,036 menjadi
2,716,163 pekerja. Pada tahun 2015 Provinsi Jawa Tengah mengalami permintaan
tenaga kerja tertinggi sebesar 2,571,409 pekerja dan terus mengalami penurunan
pada tahun berikutnya mulai dari tahun 2016-2019. Permintaan tenaga kerja

Provinsi DI'Y mengalami peningkatan pada tahun 2015-2019 dengan peningkatan



tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 298,952 pekerja. Provinsi Banten
mengalami peningkatan tertinggi pada tahun 2015 dan terus mengalami
penurunan pada tahun berikutnya.

Berdasarkan grafik 1.1 Provinsi Jawa Timur merjadi provinsi dengan
permintaan tenaga kerja tertinggi di Pulau Jawa. Hal tersebut menunjukan bahwa
ketersediaan lapangan pekerjaan di Jawa Timur lebih tinggi apabila dibandingkan
dengan provinsi lain di Pulau Jawa. Perkembangan jumlah unit usaha pada
industri kecil dan menengah di Pulau Jawa dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1. 1 Perkembangan Jumlah Unit Usaha Pada Industri Kecil dan
Menengah di Pulau Jawa 2014-2019 (Unit)

Provinsi Tahun
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Banten 81,412 117,548 3,967 105,710 109,959 8,243

DKI Jakarta 37,858 34,994 2903 76,028 37,850 62,929
Jawa Barat 480,240 480,240 9,194 574,175 536,207 502,341
Jawa Tengah 832,472 1,030,374 5,225 892,631 914,850 912,421
Jawa Timur 648,706 811,273 4,433 852,301 852,301 816,804
DIY 80,579 57,665 569 97,319 113,430 139,050

Sumber: BPS Indonesia Tahun 2014-2019

Tahun 2016 merupakan tahun dengan perkembangan jumlah unit usaha
industri kecil dan menengah terendah di Pulau Jawa. Setiap provinsi di Pulau
Jawa memiliki tingkat perkembangan yang bervariasi. Peningkatan tertinggi
perkembangan unit usaha terjadi di Provinsi Banten 117,548 unit dan Jawa
Tengah 1,030,374 unit pada tahun 2015. Provinsi DKI Jakarta 76,028 unit, Jawa
Barat 574,175, dan Jawa Timur 852,301 unit mengalami peningkatan tertinggi
pada tahun 2017. Provinsi DIY mengalami peningkatan tertinggi terjadi pada
tahun 2019 sebesar 139,050 unit. Provinsi DI'Y memiliki tren perkembangan yang

positif atau terus meningkat sejak penurunan yang terjadi pada tahun 2016.



Bertambahnya jumlah perusahaan di suatu daerah yang memproduksi
barang yang sama diperkirakan akan meningkatkan jumlah produksi sehingga
nilai output suatu daerah akan mengalami peningkatan. Para pengusaha akan
meningkatkan kapasitas produksinya dengan menggunakansejumlah modaldan
tenaga kerja. Apabila jumlah tenaga kerja yang digunakan oleh perusahaan
berjumlah besar maka akan menghasilkan output yang besar pula.

Selain jumlah unit usaha, investasi merupakan faktor penting dalam
pengembangan IKM, hal ini sangat berpengaruh terhadap kesempatan kerja dan
pendapatan. Semakin besar nilai investasi yang dilakukan maka semakin besar
pula tambahan penggunaan tenaga kerja. Perkembangan nilai investasi pada
industri kecil dan menengah dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut:

Tabel 1. 2 Perkembangan Nilai Investasi Pada Industri Kecil dan Menengah
di Pulau Jawa Tahun 2014-2019 (Miliar Rupiah)

Provinsi Tahun
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Banten 3,720.30 10,709.90 12,426.30 15,141.90 18,637.60 20,708.40
DKl Jakarta 8,271.70 15,512.70 12.216.90 47,262.30 49,097.40 62,094.80
Jawa Barat 8,088.30 26,272.90 30,360.20 38,390.60 42,278.20 49,284.20
Jawa Tengah 3,311.70 15,410.70 24,070.40 19,866.00 27,474.90 18,654.70
Jawa Timur ~ 7,713.90 35,489.80 46,331.60 45,044.50 33,333.10 45,452.70
DIY 123.50 362.4 948.6 2946 6,131.70 6,298.80

Sumber: BPS Indonesia Tahun 2014-2019

Dapat diketahui bahwa di Pulau Jawa dalam kurun waktu 2014—-2019 nilai

rata-rata investasi pada industri kecil dan menengah tertinggi yaitu Provinsi Jawa
Timur sebesar 35,560.93 miliar rupiah. Sedangkan dalam kurun waktu yang sama,
nilai rata-rata investasi pada industri kecil dan menengah terendah dengan rata—

rata sebesar 2,359.93 miliar rupiah yang terjadi di Provinsi DI Yogyakarta. Nilai



investasi dapat mengalami peningkatan atau penurunan setiap tahunya. Terdapat
beberapa faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan atau penurunan nilai
investasi, seperti suku bunga, kurs mata uang, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi.

Beberapa kajian teoritis mengungkapkan bahwa salah satu cara untuk
memperluas kesempatan kerja adalah melalui pengembangan industri terutama
industri yang bersifat padat karya. Pengembangan industri tersebut akan
menyebabkan kapasitas produksi meningkat sehingga dapat menciptakan
kesempatan Kkerja. Selain investasi swasta terdapat investasi pemerintah yang juga
berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Investasi pemerintah ini berupa
pengeluaran pembangunan pemerintah dan alokasi anggaran pembangunan
sektoral merupakan bagian dari pengeluaran pemerintah, mungkin juga bagian
dari permintaan agregat sehingga timbulnya permintaan yang berasal dari APBD
di setiap provinsi akan berdampak positif terhadap tambahan output. Tambahan
output ini akan menyebabkan tambahan kesempatan kerja karena banyaknya
tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 unit output melalui kebijakan
publik dapat membantu mengurangi jumlah pengangguran. Melalui pengeluaran
pembangunan pemerintah diharapkan mampu mempengaruhi  besarnya
kesempatan kerja dalam perekonomian (Esmara, 1999). Secara teoritis, semakin
besar nilai investasi yang dilakukan maka semakin besar pula tambahan
penggunaan tenaga kerja.

Selain investasi, faktor yang seringkali menjadi permasalahan dalam
ketenagakerjaan adalah yang berkaitan dengan upah. Upah juga mempunyai

pengaruh terhadap kesempatan kerja. Jika semakin tinggi tingkat upah yang



ditetapkan, maka berpengaruh pada meningkatnya biaya produksi, akibatnya
untuk melakukan efisiensi, perusahaan terpaksa melakukan pengurangan tenaga
kerja, yang berakibat pada rendahnya tingkat kesempatan kerja. Sehingga diduga
tingkat upah mempunyai pengaruh yang negatif terhadap kesempatan kerja (P. J.
Simanjuntak, 2002).

Perkembangan Upah Minimum Provinsi di Pulau Jawa selama tahun 2014
— 2019 dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut :

Tabel 1. 3 Perkembangan Upah Minimum Provinsi Pada Industri Kecil dan
Menengah di Pulau Jawa Tahun 2014-2019 (Rupiah)

. Tahun
Provinsi
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Banten 1,325,000 1,600,000 1,784,000 1,931,180 2,099,385 2,267,965
DKl Jakarta 2,441,000 2,700,000 3,100,000 3,355,750 3,648,035 3,940,973
Jawa Barat 1,000,000 1,000,000 1,312,355 1,420,624 1,544,360 1,668,372
JawaTengah 910,500 910,500 1,265,000 1,367,000 1,486,065 1,605,396
Jawa Timur 1,000,000 1,000,000 1,273,490 1,388,000 1,508,894 1,630,059
DIY 988,500 988,500 1,237,700 1,337,645 1,454,154 1,570,922

Sumber: BPS Indonesia Tahun 2014-2019

Dalam kurun waktu 2014-2019 rata-rata upah minimum provinsi tertinggi
adalah DKI Jakarta sebesar Rp. 3.197.626, kemudian Banten dengan rata-rata
upah minimum provinsi sebesar Rp. 1.834.588, dalam kurun waktu yang sama
Jawa Tengah memiliki rata-rata upah minimum provinsi terendah yaitu sebesar
Rp.1.257.410. Upah Minimum Provinsi di Pulau Jawa berdasarkan masing—
masing provinsi secara umum mengalami kenaikan. Kenaikan ini diakibatkan oleh
peningkatan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) pekerja. Pemerintah menetapkan
upah minimum berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dilihat dari
produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga kenaikan Kebutuhan Hidup

Layak (KHL) mengindikasikan adanya kenaikan pertumbuhan ekonomi.



Selain tingkat upah, faktor yang seringkali menjadi permasalahan dalam
ketenagakerjaan adalah tingkat pendidikan. Kualitas dari tenaga kerja dapat dilihat
dari tingkat pendidikan dan pelayanan perusahaan terhadap karyawan. Pendidikan
dan ketrampilan yang baik akan meningkatkan produktivitas kerja seseorang.
Perkembangan tingkat pendidikan di Pulau Jawa selama tahun 2014 — 2019 dapat
dilihat pada tabel 1.4 berikut:

Tabel 1. 4 Perkembangan Tingkat Pendidikan di Pulau Jawa Tahun 2014-
2019 (Tahun)

Provinsi Tahun

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Banten 8.19 8.27 8.37 8.53 8.62 8.74
DKI Jakarta 10.54 10.7 10.88 11.02 11.05 11.06
Jawa Barat 7.71 7.86 7.95 8.14 8.15 8.37
Jawa Tengah 6.93 7.03 7.15 7.27 7.35 7.53
Jawa Timur 7.05 7.14 7.23 7.34 7.39 7.59
DIY 8.84 9 9.12 9.19 9.32 9.38

Sumber: BPS Indonesia Tahun 2014-2019

Semakin besar atau lama waktu studi yang ditempuh akan berbanding
lurus dengan tingkat pendidikan. Semakin lama waktu studi maka tingkat
pendidikan akan semakin tinggi. Berdasarkan Tabel 1.4 lama studi penduduk di
Pulau Jawa setiap tahunnya mulai dari tahun 2014 - 2019 terus mengalami
peningkatan. Peningkatan tersebut menunjukan bahwa tingkat pendidikan
penduduk di Pulau Jawa semakin membaik.

Penduduk Provinsi DKI Jakarta memiliki tingkat pendidikan terbaik
apabila dibandingkan dengan provinsi lain dengan rata-rata lama studi lebih dari
10 tahun. Jawa Tengah memiliki tingkat pendidikan penduduk terendah dengan
rata-rata lama studi terendah di Pulau Jawa. Perlu menjadi catatan penting bagi

dunia pendidikan di Indonesia bahwa provinsi dengan tingkat pendidikan terbaik



(DKI Jakarta) rata-rata lama studinya hanya setara dengan kelas 2 SMA.
Sedangkan provinsi dengan tingkat pendidikan terendah hanya setara dengan
kelas 2 SMP. Keadaan tersebut menunjukan bahwa program pemerintah wajib
belajar 12 tahun (lulus SMA) belum tercapai, padahal tingkat pendidikan menjadi
salah satu bekal penting di dunia kerja.

Dengan terciptanya kesempatan Kkerja dan adanya peningkatan
produktivitas sektor-sektor kegiatan yang semakin meluas akan menambah
pendapatan, mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan
bagi banyak penduduk. Hal tersebut mencerminkan bahwa persoalan perluasan
kesempatan kerja merupakan isu penting dalam pembangunan ekonomi di
Indonesia termasuk di Pulau Jawa.

Berdasarkan uraian permasalahan, informasi, dan data mengenai adanya
pengaruh jumlah usaha, nilai investasi, upah minimum provinsi dan tingkat
pendidikan di Pulau Jawa, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan
judul: “Analisis Permintaan Tenaga Kerja pada Industri Kecil dan Menengah di
Pulau Jawa Tahun 2014 —2019.”

B. Rumusan Masalah

Tingkat permintaan yang tinggi terhadap tenaga kerja mempunyai arti
penting bagi pembangunan karena dapat membantu mengurangi masalah
pengangguran, pengentasan kemiskinan, dan upaya perbaikan ekonomi
kerakyatan. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diketahui bahwa
permintaan tenaga kerja pada industri kecil dan menengah dipengaruhi oleh

beberapa faktor antara lain adalah jumlah usaha, nilai investasi, upah minimum
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dan tingkat pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan analisis mengenai tingkat

permintaan tenaga kerja pada industri kecil dan menengah dan faktor-faktor yang

mempengaruhinya .

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada, maka kajian ini
dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan kajian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh jumlah unit usaha terhadap permintaan tenaga kerja pada
industri kecil dan menengah provinsi-provinsi di Pulau Jawa tahun 2014 —
20197

2. Bagaimana pengaruh nilai investasi terhadap permintaan tenaga kerja pada
industri kecil dan menengah provinsi-provinsi di Pulau Jawa tahun 2014 —
20197

3. Bagaimana pengaruh upah minimum provinsi terhadap permintaan tenaga
kerja pada industri kecil dan menengah provinsi-provinsi di Pulau Jawa tahun
2014 — 2019?

4. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap permintaan tenaga kerja
pada industri kecil dan menengah provinsi-provinsi di Pulau Jawa tahun 2014
—2019?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah

1. Menganalisis pengaruh jumlah unit usaha terhadap permintaan tenaga kerja

pada industri kecil dan menengah provinsi-provinsi di Pulau Jawa tahun 2014

—20109.
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Menganalisis pengaruh nilai investasi terhadap permintaan tenaga kerja pada
industri kecil dan menengah provinsi-provinsi di Pulau Jawa tahun 2014 —
2019.
Menganalisis pengaruh upah minimum provinsi terhadap permintaan tenaga
kerja pada industri kecil dan menengah provinsi-provinsi di Pulau Jawa tahun
2014 — 20109.
Menganalisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap permintaan tenaga kerja
pada industri kecil dan menengah provinsi-provinsi di Pulau Jawa tahun 2014
—2019.
D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa diambil dari hasil penelitian ini adalah:
Bagi Pemerintah
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah selaku
pengambil kebijakan di dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan agar
terciptanya kondisi ketenagakerjaan yang lebih baik.
Bagi Akademisi
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi
perpustakaan dan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang
berkaitan dengan pengangguran.
Bagi Masyarakat
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat tentang

ketenagakerjaan, khususnya terkait dengan masalah permintaan tenaga kerja
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E. Metode Penelitian
E.1. Alat dan Model Analisis
Pada penelitian ini akan diamati pengaruh jumlah usaha, nilai investasi,
upah minimum provinsi dan pendidikan terhadap permintaan tenaga kerja pada
industri kecil dan menengah di Pulau Jawa tahun 2014 — 2019 digunakan analisis
data panel dengan model estimator sebagai berikut:

PTKit = Bo + BIUNUSi + B2INVit + BsUMP; + BsEDUCH + et

Keterangan:

PTK = PermintaanTenagaKerja (Jiwa)
UNUS = Unit Usaha (Unit)

INV = Investasi (Juta Rupiah)

UMP = Upah Minimum Provinsi (Rupiah)
EDUC = Pendidikan (Tahun)

Bo = Konstanta

B1, P2, P3, P4, Bs = Koefisien regresi

e = Error

[ = Daerah penelitian

t = Waktu (tahun penelitian)

Model ekonometrik penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian Ariska
(2018).
E.2. Data dan Sumber Data

Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder yang berbentuk data
panel yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik setiap Provinsi yang ada di Pulau
Jawa dengan periode tahun 2014 sampai 2019. Penelitian ini menggunakan teknik
regresi data panel. Penelitian ini menggunakan data permintaan tenaga kerja pada
industri kecil dan menengah, data jumlah unit usaha, data nilai investasi, data
upah minimum provinsi, dan data tingkat pendidikan. Sumber data berasal dari

Badan Pusat Statistik.
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F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini antara lain:

BAB I: PENDAHULUHAN
Bab 1 ini berisi pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang
masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
metode analisis data, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA
Bab2 ini menguraikan tinjauan pustaka yang dijadikan landasan teoritis
penelitian, hubungan antara variabel-variabel yang digunakan, penelitian
terdahulu serta uraian hipotesis dalam penelitian ini.

BAB IlI: METODE PENELITIAN
Bab 3 ini memberikan penjelasan tentang uraian tentang metode analisis
data yang digunakan dalam penelitian, jenis dan sumber data, metode
pengumpulan data, serta definisi operasional variabel.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bab 4 menguraikan tentang gambaran umum dari penelitian, hasil
pengolahan data sesuai dengan alat dan teknik analisis yang digunakan,
kemudian dilakukan pengujian serta diuraikan interpretasi dari hasil
pengolahan data.

BAB V: PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



